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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya
pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi
Formasi Disabilitas ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini
diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Tujuan pelaksanaan dari
kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota
Formasi Disabilitas mengenai konstitusi, hak konstitusional warga negara dan hukum acara
Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang.

Kegiatan ini dibuka oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Plt. Kepala
Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Ketua Formasi Disabilitas, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (output) yang diharapkan adalah para
peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-
Undang dan mengetahui teknik penyusunan permohonan pemohon dalam perkara pengujian
Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional
Warga Negara bagi Formasi Disabilitas ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas,
transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini.
Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga
laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu
sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga
laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan
Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.
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PELAKSANAAN KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI FORMASI DISABILITAS
Selasa s.d. Jumat, 12 s.d. 15 Juli 2022

A. PENDAHULUAN
A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang
melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah
Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah
Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

3. memutus pembubaran partai politik, dan;

4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan
atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:
1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
a) pengkhianatan terhadap negara;
b) korupsi;
C) penyuapan;

d) tindak pidana lainnya;


www.mkri.id

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi
dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi,
Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman
kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber
dari nilai utama (core value) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai
utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman
masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila.
Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah
implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini
menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian
permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan
didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi open and
living ideology. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam
rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila
sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah
Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila
sebagai staatsfundamentalnorm yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi
Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu
menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dengan
misi antara lain memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan
kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta
meningkatkan kualitas putusan. Pada konteks inilah, tugas konstitusional
Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup
pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai the Guardian of
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Constitution, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai the
Guardian of Ideology, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah
satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Peningkatan
Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Kegiatan tersebut
diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah
Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam
menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga
Negara bagi Formasi Disabilitas dilaksanakan secara online. Dalam kegiatan
tersebut peserta mendapatkan materi seputar Konstitusi, Hak Konstitusional
Warga Negara, Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian
Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan
Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, vyaitu

meningkatnya kesadaran berkonstitusi warga negara.

A.2 Tujuan

a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;

b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai
Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu
ketatanegaraan;

c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi
sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional
Mahkamah Konstitusi;

d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara
Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
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B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan
“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi

Formasi Disabilitas”.

B.2. Waktu dan Tempat
Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 12 s.d. 15 Juli
2022 secara virtual dengan menggunakan peralatan /CT di Pusat Pendidikan

Pancasila dan Konstitusi, JI. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 261 orang pengurus serta anggota Formasi
Disabilitas. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara virtual menggunakan
Laptop/PC/Smartphone dan jaringan internet masing-masing.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman

Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas:
Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin

Grafik Peserta Berdasarkan jenis Kelamin (261)

L, 151

P, 110
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Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan

Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah

Peserta Per Provinsi (2601)

JHWA BARAT 2
JAWA TENGAH

JAWATIMUR

|17

il
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B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat
a. Peserta yang hadir secara online akan mendapatkan modul/makalah/hand
out materi dari Narasumber (soft file).
b. Sertifikat
1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan.
2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh
rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengumpulkan tugas

yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

B.5. Uraian Kegiatan
B.5.1.Pendaftaran/Registrasi Peserta
Mekanisme pendaftaran/registrasi bagi peserta yang mengikuti
kegiatan secara daring (online) adalah sebagai berikut:
1. Pusdik Pancasila dan Konstitusi menerima data peserta dari panitia

Formasi Disabilitas;

2. Pusdik Pancasila dan Konstitusi menginput data peserta ke dalam

sistem informasi SIMULTAN untuk dilakukan registrasi ulang;

3. Peserta yang telah diregistrasi, akan mendapatkan username dan
password akun di laman pusdik.mkri.id untuk pengisian Pre Test, Post
Test, Kuesioner, Absensi, mengunduh seluruh materi, serta e-sertifikat
pada aplikasi SIMULTAN;

4. Peserta akan bergabung ke dalam Grup WhatsApp untuk

mendapatkan informasi seputar pelaksanaan kegiatan.

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan
Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara online dari
kantor/kediaman masing-masing melalui platform aplikasi meeting online
yaitu Zoom Meeting. Pengelolaan kehadiran dan partisipasi peserta online
dan narasumber diatur sebagai berikut:
1. Peserta wajib bergabung di Zoom Meeting 30 menit sebelum acara

dimulai;
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2. Peserta wajib menggunakan identitas Zoom Meeting dengan format
yaitu No Registrasi_Nama Lengkap_Asal Daerah;
Peserta mengisi daftar hadir melalui akun masing-masing peserta;
Peserta mengaktifkan kamera video Laptop/PC/Smartphone selama
kegiatan berlangsung;

5. Peserta menonaktifkan suara selama sesi pemaparan materi oleh
narasumber;

6. Sesitanya jawab dibuka ketika moderator mempersilakan;
Peserta yang ingin bertanya, dapat secara langsung dengan memberi
tanda “Raise Hand” atau memanfaatkan kolom chat;

8. Peserta diharapkan menggunakan prinsip Positif dan Kolaboratif

selama kegiatan berlangsung.

B.5.3.Penjelasan Teknis dan Pre Test

Peserta sudah bergabung pada Zoom Meeting pukul 12.30 WIB
sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Setelah bergabung peserta
mendapatkan Penjelasan Teknis pada pukul 13.00 s.d. 14.00 dari Kepala
Bidang Program dan Penyelenggaraan Bapak Nanang Subekti.

Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk
melaksanakan Pre Test secara daring/online di akun masing-masing yang

sebelumnya telah diberikan saat registrasi.

B.5.4. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, YM Dr. Anwar
Usman, S.H., M.H. pada pukul 14.00 WIB. Sebelum acara resmi dibuka,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Imam
Margono, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta
dilanjutkan sambutan oleh Ketua Formasi Disabilitas, Bapak Joni Yulianto.
Meskipun Acara Pembukaan dilakukan secara virtual dari ruang kantor
masing-masing, susunan acara tetap dilaksanakan selayaknya kegiatan
non virtual dimana terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu
Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Laporan PIt.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Ketua
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Formasi Disabilitas, Ceramah Kunci dan Arahan Ketua MK, menyanyikan
Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah

ditunjuk.

B.5.5. Penyampaian Materi
1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas akademisi di

bidang konstitusi, panitera pengganti dan peneliti Mahkamah Konstitusi

dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO. MATERI NARASUMBER
’ Konstitusi dan Hak Penyandang Prof. Dr. Jimly Asshiddigie,
" | Disabilitas S.H., M.H.
2 Sistem Penyelenggaraan Negara Prof. Dr. Maria Farida Indrati,
" | berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 S.H., M.H.
3 Jaminan Hak Konstitusional Warga Dr. Fajar Laksono, S.Sos.,
"~ | Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 M.H.
4 Materi Internal _ _
' Konstitusi Disabilitas Hari Kurniawan, S.H.
Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara . .
5. Pengujian Undang-Undang terhadap Dr. Mardlan Wibowo, S.H.,
UUD NRI Tahun 1945 M.Si.
Teknik Penyusunan Permohonan
6. Pengujian Undang- Undang terhadap Saiful Anwar, S.H., M.H.
UUD NRI Tahun 1945
1. Yunita Rhamadani, S.H.,
M.H.
2. Anak Agung Dian Onita,
Praktik P P h S.H., M.H.
raktik Penyusunan Permohonan . .
7. Pengujian Undang-Undang terhadap 3. H?m Ad.hanl-, S.H., M.H.
UUD NRI Tahun 1945 4. Ria Indrlyanl, S.H., M.H.
5. Rahadian Prima
Nugraha, S.H., M.H.
6. Jefri Porkonanta
Tarigan, S.H., M.H.
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NO. MATERI NARASUMBER

7. | Made Gede Widya
Tanaya Kabinawa, S.H.,
M.H.

1. Sri Haryanti, S.Kom.,
MMSI.

2. Jeklin Indriani Br Purba,
S.Kom.

1. Rima Yuwana
Yustikaningrum, S.H.,
LL.M.

2. Luthfi Widagdo
Eddyono, S.H., M.H.

3. Dr. Irfan Nur Rachman,

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan S.H., M.H.
9. | Pengujian Undang-Undang terhadap 4. Oly Viana Agustine,
UUD NRI Tahun 1945 SH._ MH.

5. M. Lutfi Chakim, S.H.,
LL.M.

6. Alboin Pasaribu, S.H.,
M.H.

7. Dr. Winda Wijayanti,
S.H., M.H.

8. Sistem Informasi Perkara Elektronik

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode
ceramah/kuliah  virtual oleh narasumber dari kantor/kediaman
narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab
antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini
akan dipimpin oleh moderator dan host yang mengatur lalu lintas
peserta untuk bertanya di aplikasi Zoom Meeting. Peserta
menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan ‘raise hand”
ataupun tidak langsung di kolom chat. Untuk peserta yang
menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat, pertanyaan tersebut

akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber.
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Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan
diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa slide

powerpoint, diupload oleh panitia ke laman microsite pusdik.mkri.id

sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik
penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah
Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator sekaligus
host. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara
aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan
melatih  peserta dalam mengajukan permohonan  pengujian
Undang-Undang. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh
narasumber dari Panitera Pengganti dan Peneliti yang berpengalaman
di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan satu dokumen permohonan pengujian
Undang-Undang dari setiap peserta. Setelah itu panitia akan
memfasilitasi forum online untuk presentasi dan diskusi khusus dimana
peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta.
Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran,
memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang
dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan

evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.6. Acara Penutupan
Kegiatan ini ditutup pada pukul 14.00 WIB pada hari Jumat, 15 Juli 2022
oleh PIt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan dihadiri oleh

seluruh peserta kegiatan.
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C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut
dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang

digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil Pre Test dan Post Test

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum
dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan pre test dan post test
sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak
15 (lima belas) item. Peserta diminta mengerjakan soal tersebut melalui akun
peserta masing-masng di laman pusdik.mkri.id dengan memilih 1 (satu) jawaban
yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada
dasarnya soal pre test dan post test yang diberikan sama, namun susunan
jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek learning dari soal
sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil
Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 2,77 sedangkan T tabel dengan
taraf kepercayaan (confidence level) 95% pada df 75 menunjukkan nilai sebesar
1,665. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil pre test dan post
test menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai
(post test — pre test) diperoleh skor 0,76. Adapun skala likert yang digunakan
dalam tingkat pemahaman ini menggunakan range sebagai berikut (0-0,25:
kurang); (0,25-0,75: cukup); (0,75-1,25: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil
perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta
termasuk dalam kategori baik. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa

kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam
meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan
dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan
baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam

hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal pre test
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dan post test, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa
variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan
yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas narasumber,
materi, sarana dan prasarana, teknis penyelenggaraan dan layanan teknologi
dan informasi. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan
menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas
pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun
responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan
sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang
tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan
menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta adalah
kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat
kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 — 1,99), kurang baik (2,0 — 2,99), baik (3,0 —
3,75) dan sangat baik (3,76 — 4,0).

Pertama, Tingkat Kualitas Narasumber yang dihitung dari nilai
rata-rata hasil penilaian peserta mengenai kualitas narasumber. Kualitas
narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam
proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi
yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah 3,37 yang
termasuk kategori baik. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah
mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat dipahami oleh para
peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap
penyelenggaran kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara
menyeluruh dibagi ke dalam lima indikator utama, yaitu materi, narasumber dan
moderator, metode penyelenggaraan, pelayanan administrasi, serta sistem
informasi/SPBE. Penilaian Kualitas Sistem Informasi/SPBE mendapatkan
nilai tertinggi yaitu 3,65 yang tergolong kategori baik. Hasil dari seluruh
pengukuran variabel diatas menjadi nilai tingkat kepuasan pelayanan

pendidikan dengan skor 3,51 yang tergolong kategori baik.
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Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek

yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No Aspek yang Dinilai Nilai Kategori
Materi
1 | Kesesuaian materi dengan mata ajar 3,47 Baik
2 | Materi informatif dan bermanfaat 3.60 Baik
3 | Materi mudah dipahami 3.36 Baik
4 | Alokasi waktu materi sesuai 322 Baik
5 | Materi merupakan isu yang problematis 344 Baik
6 | Materi meningkatkan keterampilan analisis 347 Baik

1. Konstitusi dan Hak
Penyandang Disabilitas

2. Praktik Penyusunan
Permohonan Pengujian
Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar

Materi yang paling menarik Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

3. Teknik Penyusunan
Permohonan Pengujian
Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Tingkat Kepuasan atas Materi 3,43 Baik

Narasumber dan Moderator

Narasumber menguasai materi dan
7 . . 3,51 Baik
menyampaikan dengan baik

Narasumber mampu mengintegrasikan media
8 . 3,42 Baik
dan materi

Narasumber mampu menjawab pertanyaan
9 . 3,43 Baik
secara komprehensif
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No Aspek yang Dinilai Nilai Kategori
10 | Moderator memandu setiap sesi dengan baik 3,54 Baik
11 | Narasumber kompeten dan kredibel 3,53 Baik

1. Hari Kurniawan, S.H.

2. Prof. Dr. Jimly Asshidigie,

Narasumber yang paling menarik S.H

3. Dr. Mardian Wibowo, S.H.,
M.Si.

1. Chafid Sugianto

Moderator yang paling menarik ] -
2. Bangkit Panji Anarogo

Tingkat Kepuasan atas Narasumber dan Moderator 3,49 Baik

Metode Penyelenggaraan

12 | Metode penyelenggaraan kegiatan menarik 3,48 Baik

13 | Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien 3,25 Baik

Tampilan tayangan video visual kegiatan

14 3,42 Baik
pembelajaran menarik

15 | Panitia informatif dalam memberikan pelayanan 3,60 Baik

Panitia dengan cepat memberikan penanganan

16 3,60 Baik
pengaduan pengguna layanan

Tingkat Kepuasan atas Metode Penyelenggaraan 3,47 Baik

Pelayanan Administrasi

17 | Kemudahan peserta dalam melakukan registrasi 3,54 Baik

Informasi terkait dengan kegiatan dapat diakses .
18 . 3,59 Baik
dengan mudah melalui SIMULTAN

19 | Kualitas audio dan video baik 3,41 Baik
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No Aspek yang Dinilai Nilai Kategori

Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat
20 | . 3,54 Baik
diakses dengan baik

Tingkat Kepuasan atas Pelayanan Administrasi 3,52 Baik

Sistem Informasi/SPBE

Layanan sistem informasi yang mencakup

e-registrasi, bahan/materi, microsite, e-sertifikat,
21 | pre tes post test online, daftar hadir online, 3,63 Baik
kuesioner, & Evaluasi online memudahkan

peserta

Layanan sistem informasi di Pusdik cukup
22 | . . - 3,69 Baik
interaktif dalam proses kegiatan pendidikan

Layanan sistem informasi di Pusdik telah
23 _ _ _ 3,66 Baik
terintegrasi dengan baik

Layanan sistem informasi Pusdik telah memiliki

24 | kualitas yang sesuai dengan kebutuhan 3,61 Baik
pendidikan
Tingkat Kepuasan atas Sistem Informasi/SPBE 3,65 Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks
Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara. Indeks ini diukur dengan menggunakan
“Kirckpatrick four levels evaluation model’ yaitu level pertama Reaction, level
kedua - Learning, level ketiga - Behaviour, level keempat - Result.

Dari keempat level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan
untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu Reaction dan Learning. Level
pertama Reaction (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta

terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua learning (pembelajaran)
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yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun

rumus yang digunakan sebagai berikut:

(Tinqkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan + Tingkat Pemahaman)
n

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 0,76 untuk skala

2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 1,52. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan
Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,51 sehingga Indeks Peningkatan
Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu (3,51+1,52)/2 = 2,52

Hasil dari penghitungan Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran
diperoleh skor sebesar 2,52; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala
0,0 — 1,99), kurang baik (2,0 — 2,99), baik (3,0 — 3,75) dan sangat baik (3,76 —
4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini cukup berhasil dalam
memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori
Kurang Baik.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus
menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan
bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan
sarana dan prasarana kegiatan tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat
beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai
bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

e Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan

a) Kegiatan diselenggarakan secara tatap muka (luring);

b) Mohon narasumber dapat menyampaikan materi dengan lebih
perlahan dan tidak menggunakan masker;

c) Video panduan dalam mengakses SIMULTAN dilengkapi dengan
audio sehingga memudahkan kawan disabilitas netra;

d) Kegiatan dan kerja sama dengan Formasi Disabilitas dapat terus

berkelanjutan.

e Terkait Sarana dan Pelayanan

a) Meningkatkan kualitas audio narasumber;
b) Subtitle pada layar zoom dibuat lebih akurat;
c) Cara absen di SIMULTAN dibuat lebih mudah diakses untuk

disabilitas netra;
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d) SIMULTAN hendaknya dilengkapi dengan penunjang scroll voice. Hal

tersebut sangat dibutuhkan bagi kawan disabilitas netra.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai
aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan
kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan,
yaitu sebanyak 127 orang dari 261 orang peserta yang melakukan registrasi
pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan
(SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa
masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi

substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan

bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN
Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia
sebagai berikut:
a) Peserta belum sepenuhnya mengikuti ketentuan terkait penamaan akun
zoom sehingga menghambat kelancaran host dalam mengatur peserta

untuk bergabung di zoom meeting;

b) Beberapa peserta terkadang keluar masuk dari zoom meeting karena

alasan jaringan;

c) Beberapa peserta terkendala jaringan sehingga tidak optimal dalam

menerima tampilan audio visual selama pembelajaran;

d) Masih terdapat peserta yang menonaktifkan video tampilan diri

masing-masing saat narasumber memaparkan materi;

e) Masih terdapat peserta yang lupa untuk mengisi daftar hadir di semua

sesi.
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E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia TA 2022 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC 051 A
(Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai
Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp.
31.147.160 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus enam
puluh rupiah). Biaya dimaksud belum termasuk dengan anggaran untuk
kebutuhan biaya penggantian paket data bagi peserta kegiatan yang mendapat
e-sertifikat.

F. PENUTUP
Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas

pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 16 Agustus 2022
Mengetahui,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan

Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono
NIP. 19690331 198912 1 001

Kepala Bidang Program dan

Penyelenggaraan

Nanang Subekti <
NIP. 19741118 200604 1 002

Ditandatangani secara elektronik JIn. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSTE &) i Telp: 021-23529000 Fax: 0213820177
Digital Signature Email: office@mkri.id
mk725025896220901085131
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PENINGKATAN PEMAHAMAN 13:19:36
HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA [ MﬂSl
BAGI FORMASI DISABILITAS
Cisarua, 12 s.d. 15 Juli 2022

¥

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

I Nanang Subekti

L GUNTUR MARIAN

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

I MEMILIKI MAKLUMAT PELAYANAN

INYA

Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik
Pancasila dan Konstitusi.

HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI FORMASI DISABILITAS
Cisarua, 12 s.d. 15 Juli 2022

PENINGKATAN PEMAHAMAN 15:13:13
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Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., MH

BELUM BAIK 1

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh PlIt.
Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Ketua Formasi Disabilitas, serta seluruh peserta kegiatan.
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HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA Fon
BAGI FORMASI DISABILITAS o LITAS
Cisarua, 12 s.d. 15 Juli 2022

Prof. Dr. Jimly Asshidigie

KAMI SILAHKAN NANTI AKAN DILANJUTKAN DENGAN
DUA PENANYA YANG DARI REST

Sesi diskusi dan tanya jawab pada materi Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas dengan
narasumber Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H., M.H.

10:53:11

LITAS

PENINGKATAN PEMAHAMAN
HAK KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA

BAGI FORMASI DISABILITAS
Cisarua, 12 s.d. 15 Jull 2022

Prof. Dr. Maria Farida Indrati, 5.H., M.H.

Penyampaian materi Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 oleh Prof.
Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
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HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA furll[M]
BAGI FORMASI DISABILITAS
Cisarua, 12 s.d. 15 Juli 2022

PENGATURAN HAM DALAM UUD

SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945

SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945 - MENCANTUMKAN TEGAS JAMINAN DAN
PERLINDUNGAN HAM.

| Or. Fajar Laksono +  TIDAK MENCANTUMKAN SECARA
TEGAS JAMINAN DAN .

+ MELIPUTI 21 ANG TER| 4
PERLINDUNGAN HAM PFEILh:S:;'I2 NORMA YANG TERDIRI DARI 43

* SEMULA CUMABERISI 7 BUTIR + DIMUAT DALAM PASAL 28A AYAT (1) - PASAL 28
Tl AL-
s ARl R RSER ﬂmr (2) DAN TERSEBAR DALAM PASAL-PASAL
- PASAL LAIN HANYA BERKAITAN .
* PERUMUSANNYA FRASA “SETIAP ORANG"
DENGAN PENGERTIAN HAK WARGA *SEGALA WARGA NEGARA", “TIAP-TIAP WARGA
NEGARA NEGARA’, ATAU ‘SETIAP WARGA NEGARA®

* PERDEBATAN DALAM BPUPKI + SEPANJANG IA MANUSIA, HAKNYA DIAKUI DAN

DILINDUNGI NEGARA. SEPANJANG 1A WNI, HAK
KONSTITUSIONAL DIAKUI DAN DILINDUNGI

SEGALA WARGA NEGARA YANG TIAP WARGA NEGARA
SETIAP WARGA NEGARA JADI DIRUMUSKANNYA

Penyampaian materi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 oleh
Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.

PENINGKATAN PEMAHAMAN 17:20:22
HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA Fon
BAGI FORMASI DISABILITAS '{LITAS

Cisarua, 12 s.d. 15 Juli 2022

Penyampaian materi internal terkait Konstitusi Disabilitas oleh Hari Kurniawan, S.H.
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BAGI FORMASI DISABILITAS
Cisarua, 12 s.d. 15 Juli 2022
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MENGGANTIKAN YANG ADA TUGAS LAIN MATERINYA
TETAP SAMA HARI INI KITA AKAN
Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 oleh Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.

HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI FORMASI DISABILITAS
Cisarua, 12 s.d. 15 Juli 2022

PENINGKATAN PEMAHAMAN 12:21:15
FD%
JLITAS

Salful Amwar, S.H., M.H Santhy Kustrihardiani

Sesi diskusi dan tanya jawab pada materi Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-
Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.



HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI FORMASI DISABILITAS
Cisarua, 12 s.d. 15 Juli 2022

PENINGKATAN PEMAHAMAN 13:40:02
JLITAS

PRAKTIK PENYUSUNAN PERMOHONAN
PENGUJIAN UNDANG- UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
disampaikan oleh 7 narasumber yang dibagi dalam 7 kelas

HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI FORMASI DISABILITAS
Cisarua, 12 s.d. 15 Juli 2022

PENINGKATAN PEMAHAMAN 09:03:12
Fo
%tms

HALO TERDENGAR SUARANYA INI MUNGKIN SAYA
AGAK TELAT YA

Sesi diskusi dan tanya jawab pada materi Sistem Informasi Perkara Elektronik yang disampaikan oleh
Tim IT Mahkamah Konstitusi.



HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI FORMASI DISABILITAS
Cisarua, 12 s.d. 15 Juli 2022

PENINGKATAN PEMAHAMAN 09:55:15
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EVALUASI HASIL PENYUSUNAN PERMOHONAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

KELAS 1

Materi Evaluasi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun
1945 disampaikan oleh 7 narasumber yang dibagi dalam 7 kelas.

HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI FORMASI DISABILITAS
Cisarua, 12 s.d. 15 Juli 2022

PENINGKATAN PEMAHAMAN m
JLTAS

INI SEDANG ADA KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT
DITINGGALKAN DI LUAR KOTA

Kegiatan ditutup secara resmi oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan
dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



LAPORAN KEUANGAN

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Formasi Disabilitas di Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

(077.01.BJ 4246.QDC 051 A)

NO

PENERIMA

KETERANGAN

NOMINAL

Teguh Birawa Putra dkk

Biaya Perjalanan Dinas kegiatan
Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara
Bagi Formasi Disabilitas

Rp

7,494,910

Prof. Jimly dan Prof Maria

Honor Narasumber kegiatan
Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara
Bagi Formasi Disabilitas

Rp

6,800,000

DLI Media

Biaya Jasa Juru Bahasa Isyarat
kegiatan Peningkatan
Pemahaman Hak Konstitusional
Warga Negara Bagi Formasi
Disabilitas

Rp

12,256,250

CV Kirana Sanjaya

Biaya Konsumsi Kegiatan
Pembukaan Peningkatan
Pemahaman Hak Konstitusional
Warga Negara Bagi Formasi
Disabilitas

Rp

1,750,000

Koperasi Konstitusi

Biaya Perlengkapan Akomodasi
Kegiatan Pembukaan
Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara
Bagi Formasi Disabilitas

Rp

1,746,000

PT Indosart Ooredoo
Hutchison

Biaya Penggantian Paket Data
Peserta Nomor Tri Kegiatan
Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara
Bagi Formasi Disabilitas

Rp

1,100,000

TOTAL

Rp

31,147,160




JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat, 12 s.d. 15 Juli 2022
Tempat : Aplikasi Online Zoom Meeting
Peserta : Formasi Disabilitas

12.30 - 13.00 WIB Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting Panitia Zoom

13.00 - 13.30 WIB Penjelasan Teknis Panitia Zoom
Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Panitia

13.30 — 14.00 WIB Peserta Langsung dan Transparan Zoom
(SIMULTAN) dan Pre-Test
Pembukaan :
1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan

Selasa Indonesia Raya
12 Juli 2022 2. Pembacaan Pancasila YM Ketua Mahkamah Konstitusi

3. Mars Mahkamah Konstitusi
4. Laporan Sekretaris Jenderal MK Koordinator Formasi Disabilitas

14.00-16.00WIB | 5 sambutan Ketua Formasi Disabilitas Zoom
6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Plt. Kapusdik

Ketua Mahkamah Konstitusi
Hymne Mahkamah Konstitusi
Pembacaan Doa

9. Foto bersama

®© N




16.00 WIB Lanjut besok Panitia Zoom

07.30 - 08.00 WIB Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
Sesi I Narasumber:
08.00 — 10.00 WIB ggr;st,)tilltil:;; dan Hak Penyandang Prof. Dr. Jimly Asshidigie, S.H., M.H. Zoom

10.00 — 10.30 WIB Coffee Break

Sesi ll: Narasumber:
Rabu 10.30 - 12.30 WIB Sistem Penyelenggaraan Negara Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., Zoom
13 Juli 2022 berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 M.H.
12.30 - 13.30 WIB ISHOMA
Sesi I1: _
13.30 - 15.30 WIB Jaminan Hak Konstitusional Warga Narasumber: Zoom

Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 | D'~ Fajar Laksono, S.Sos., M.H.

Sesi IV: Narasumber:
Konstitusi Disabilitas (Materi Internal) Hari Kurniawan, S.H.

15.30-17.30 WIB Zoom

07.30 - 08.00 WIB Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting Zoom
Kamis Sesi V:
14 Juli 2022 Mahkamah Konstitusi dan Hukum Narasumber:

08.00 - 10.00 WIB Zoom

Acara Pengujian Undang-Undang Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
terhadap UUD NRI Tahun 1945




07.15-07.30 WIB

Jumat
15 Juli 2022

10.00 - 10.30 WIB

Coffee Break

Sesi VI:
Teknik Penyusunan Permohonan

Narasumber:

10.30 - 1230 WiB Pengujian Undang-Undang terhadap Saiful Anwar, S.H., M.H. Zoom
UUD NRI Tahun 1945

12.30 - 13.30 WIB ISHOMA
Sesi VII:
Praktik P p h Narasumber:

13.30 - 15.30 WIB raxtik Fenyusunan Fermononan Panitera Pengganti Mahkamah Zoom

Pengujian Undang-Undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 (Lanjutan)

Konstitusi

15.30-17.30 WIB

Sesi Mandiri:

Lanjutan Praktik Penyusunan
Permohonan Pengujian Undang-Undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945

Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting

Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta

Sesi VIII:

Narasumber:

Pengujian Undang-Undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945

Peneliti Mahkamah Konstitusi

07.30-09.30WiB Sistem Informasi Perkara Elektronik IT Mahkamah Konstitusi Zoom
09.30 - 09.45 WIB Coffee Break

Sesi IX:
09.45 — 11.45 WIB Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan | Narasumber: Z00m




11.45-13.30 WIB

ISHOMA

Post-Test dan Pengisian Kuesioner Evaluasi

13.30 — 14.00 WIB . Panitia Zoom
Kegiatan
Penutupan:
1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
2. Mars Mahkamah Konstitusi
14.00 — 16.00 WIB 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta | by 1 a5 64k Zoom
4, Sambutan PIt. Kapusdik dan
Penutupan
5. Hymne Mahkamah Konstitusi

S

Pembacaan Doa
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya
penyusunan Panduan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga
Negara bagi Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas
(Formasi Disabilitas) dapat terselesaikan.

Panduan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga
Negara bagi Formasi Disabilitas ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan,
jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem
informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan
kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi Pengurus dan/atau Anggota Formasi
Disabilitas yang tersebar dari berbagai daerah yang memiliki posisi penting untuk
mewujudkan terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara khususnya hak-hak
konstitusional para penyandang disabilitas. Keberadaan Formasi Disabilitas memiliki
peran strategis dalam memastikan implementasi perlindungan, penghormatan serta
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dari berbagai regulasi dan kebijakan
yang ada. Oleh karena itu pemahaman anggota Formasi Disabilitas mengenai
hak-hak konstitusional warga negara menjadi sangat krusial untuk memperjuangkan
hak-hak para penyandang disabilitas.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain
yang Dberkepentingan. Semoga kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas ini dapat dilaksanakan
dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam
meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Juli 2022
PIt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi JIin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Digital Signature Email: office@mkri.id
mk327902306220701075328
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BAB |
SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan
pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang
diadopsi oleh Majelis Permusyawatan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9
November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal
24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal lll Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil
perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-
lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala

kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama
UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada
hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).
Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M
tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya,
yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta
Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddigie,
S.H. dan | Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H.
(yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta
Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus
2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di
hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H
dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah

Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara
konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003
yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi
sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
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menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan
UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan
Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk:

1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD 1945;

3) Memutus pembubaran partai politik;

4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah
Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela,
dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan
diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan

khusus.
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3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi
mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Tepercaya”.
Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.

c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas
seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7
(tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada
periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.

Jabatan . Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran . Bima, 31 Desember 1956

o S1 — Fakultas Hukum Universitas Islam
Pendidikan

Jakarta
S2 — Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 — Studi Kebijakan Universitas Gadjah
Mada

Karir . e Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA

e Kepala Biro Kepegawaian MA
e Hakim Pengadilan Negeri Lumajang
(1991)
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b. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Palopo, 17 Juli 1964
Pendidikan : S1 — Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

S2 — Program Pasca Sarjana lImu Ketahanan
Universitas Gadjah Mada
S3 — Fakultas IlImu Hukum Universitas Airlangga

Karir . o Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi

Sulawesi Selatan

e Ketua Ombudsman Makassar

e Dekan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Guru Besar Hukum Pidana

Universitas Hasanuddin

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Jabatan . Hakim Konstitusi
Kelahiran . Semarang, 3 Februari 1956
Pendidikan : S1 — Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

S2 — Program Pasca Sarjana lImu Hukum
Universitas Airlangga
S3 — Program Doktor [Imu Hukum

Universitas Diponegoro

Karir . e Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi — Kemdikbud RI
e Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro
e Ketua Program Magister lImu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
e Guru Besar Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro
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d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,

Jabatan
Kelahiran
Pendidikan : e

Karir e

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

Jabatan
Kelahiran
Pendidikan

Karir

M.Hum.

Hakim Konstitusi
Pangkal Pinang, 27 Juni 1962

S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta (1981)

S-2 Hukum Tata Negara Program
Pascasarjana Universitas Padjadjaran
Bandung (1995)

S-3 llmu Hukum Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
(2005)

Guru Besar Bidang Hukum Universitas
Gadjah Mada

Kepala Badan Pembinaan Hukum,

Kementerian Hukum dan HAM.

Hakim Konstitusi

Palembang, 17 Januari 1954

S1 - llmu Peradilan Islam Fakultas Syariah

IAIN Syarif Hidayatullah

S1 — Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah

S2 — Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah

S3 — Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah

e Dosen pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Jakarta

e Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Jakarta

¢ Dirjen Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Hukum dan HAM
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f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Jabatan
Kelahiran
Pendidikan

Karir

Hakim Konstitusi

Sleman, 15 November 1959

S1 — Universitas Islam Indonesia

S2 — Universitas Tarumanegara

S3 — Universitas Jayabaya

e Hakim Pengadilan Negeri Bekasi

o Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

e Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
e Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

Jabatan
Kelahiran
Pendidikan

Karir

Hakim Konstitusi

Tarutung, 8 Desember 1953

S1 — Universitas Sumatera Utara

S2 — Universitas Sumatera Utara

S3 — Universitas Sumatera Utara

e Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan

e Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka
Belitung

e Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Banjarmasin
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h. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

Jabatan :  Hakim Konstitusi
Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
Pendidikan : S1 — Fakultas Hukum Universitas Andalas

S2 — Institute of Postgraduate Studies and
Research

Universitas Malaya, Malaysia
S3 — Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Karir . e Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas
Andalas
e Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas
Hukum Universitas Andalas

e Komisaris Utama PT Semen Padang

i. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

Jabatan . Hakim Konstitusi
Kelahiran . Kupang, 15 Desember 1964
Pendidikan : S1—Illmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 — llmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 — lImu HTN Universitas Indonesia (2005)
Karir . e Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma

Jaya

e Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas

Katolik Indonesia Atma Jaya
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. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk
membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan
menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan

Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:
a. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Jabatan . Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Kelahiran . Makassar, 8 Januari 1965

Pendidikan : S1 — Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin

S2 — Program Studi Hukum Tata Negara

Universitas Padjadjaran

S3 — llmu Hukum Universitas Airlangga
Karir . e Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin
e Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi
o Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
b. Muhidin, S.H., M.Hum.

Jabatan . Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi,18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 — Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 — Program Pasca Sarjana Hukum

Bisnis

Karir . e Kementerian Hukum dan HAM
e Dosen Sekolah Tinggi Litigasi

e Panitera Muda | Mahkamah Konstitusi
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BAB Il
PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka langkah strategis untuk melakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan
reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila sekaligus untuk meningkatkan
pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional
warga negara yang dijamin UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melakukan ikhtiar nyata
dengan membentuk sebuah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang diharapkan
menjadi centre of excellence dalam Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi didasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Organisasi Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Salah satu target group Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2022
adalah Pengurus dan Anggota Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif
Disabilitas (Formasi Disabilitas). Pemilihan target group ini didasari atas pertimbangan
bahwa ada keterkaitan erat antara MK dengan Formasi Disabilitas, yaitu MK mendorong
terwujudnya budaya sadar berkonstitusi dan sedangkan anggota Formasi Disabilitas dapat
menjadi pihak yang memiliki peran dan posisi strategis untuk mewujudkan budaya sadar
Pancasila dan Konstitusi melalui pemantauan, evaluasi, dan advokasi kebijakan-kebijakan
maupun regulasi yang sejalan dengan upaya penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sekaligus memberikan pengaruh bagi
lingkungannya dalam upaya peningkatan pemahaman hak-hak konstitusional dan upaya

konstitusional dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara.
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Mahkamah Konstitusi mengharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga
mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman hak-hak
konstitusional warga negara. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu membentuk
peserta sebagai warga negara yang kontributif dalam mendukung upaya pembangunan

sosial, moral, dan politik hukum di Indonesia.

2. Tujuan Kegiatan

a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan ketaatan berpancasila serta
berkonstitusi;

b. Meningkatkan = pemahaman masyarakat ~ mengenai Konstitusi, sistem
penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;

c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah
satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk
perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;

d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujuan
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Nama Kegiatan
“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota

Formasi Disabilitas”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 12 s.d. 15 Juli 2022 secara daring

di kediaman atau kantor masing-masing. Adapun jadwal kegiatan ini sebagai berikut:

12'0(3,\;;3'00 Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
i;'j‘:; 13.00 — 14.00 Penje{asan Teknis, Penjelasan Sistem Informasi
WIB Manajemen Peserta Langsung dan Transparan
2022 (SIMULTAN), dan Pre-Test
14.00 - 16.00
WIB Pembukaan :
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Rabu
13 Juli
2022

1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia
Raya

2. Mars Mahkamah Konstitusi

3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi

4. Sambutan Koordinator Formasi Disabilitas

5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua
Mahkamah Konstitusi

6. Hymne Mahkamah Konstitusi

7. Pembacaan Doa

16.00 WIB

Lanjut besok

07'3(\)/\;5 8.00 Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
08.00—-10.00 | Sesil:
WIB Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas
10.00-10.30
WIB Coffee Break
Sesi Il:
10.30—-12.
0 3(\)NIB 30 Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD
NRI Tahun 1945
12.00-13.30
WIB ISHOMA
13.30 — 15.30 Sesi lll:
' V\;B ' Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara

menurut UUD NRI Tahun 1945

Kamis
14 Juli
2022

07'3(\)/\538'00 Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
Sesi IV:
08.00—-10.00 | Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara
WIB Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945
10.00-10.30

WIB

Coffee Break
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Sesi V:
10.30-12.30 . .
WIB Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian
Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
12.30-13.30
WIB ISHOMA
Sesi VI:
13.30-15.30 . .
WIB Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian
Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Sesi Mandiri:
15.30-17.30 | Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan
WiIiB Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI

Tahun 1945

Jumat
15 Juli
2022

07.15-07.30 . 0. )
WIB Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
07.30-09.30 | SesiVIL:
WiB Sistem Informasi Perkara Elektronik
09.30-09.45
WIB Coffee Break
Sesi VIII:
09.45-11.45 . . .
WIB Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian
Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
11.45-13.30
WIB ISHOMA
13.30-14.00 | Post-Test dan Pengisian Kuesioner Evaluasi
WIB Kegiatan
Penutupan:
1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
2. Mars Mahkamah Konstitusi
14.00 — 15.30 3. Kesan Pesan Perwak'|lan Peserta
4. Laporan Plt. Kapusdik
WIB 5

Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi dan Penutupan

Hymne Mahkamah Konstitusi
Pembacaan Doa

N o
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5. Peserta Kegiatan

Formasi Disabilitas yang tersebar dari berbagai wilayah di Indonesia.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Peserta sejumlah 400 (empat ratus) orang yang terdiri dari Pengurus dan Anggota

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan

sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah

kurikulum pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi

Pengurus dan Anggota Formasi Disabilitas:

Warga Negara
dalam Undang-
Undang Dasar NRI
Tahun 1945

Pergaulan Masyarakat Internasional;

. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam

UUD NRI Tahun 1945;

. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap

HAM;

. Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM.

No. Materi Sub Materi Durasi
1. | Konstitusi dan Hak | & Pengertian Konstitusi dan Konstitusialisme, serta 2 x 60
Penyandang Hubungan Konstitusi dan Konstitusionalisme; menit
Disabilitas b. Supremasi Konstitusi dalam Negara Demokrasi
Konstitusional;
c. Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di
Bawah Konstitusi;
d. Perubahan Konstitusi;
e. Hak Penyandang Disabilitas.

2. | Sistem a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun | 2 x 60
Penyelenggaraan 1945; menit
Negara menurut b. Dasar-dasar Penyelenggaran Negara;

Undang-Undang c. Sistem Pemerintahan;

Dasar NRI Tahun d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar

1945 Lembaga Negara (Prinsip Check and Balances);
e. Otonomi Daerah.

3. | Jaminan Hak a. Konsep dan Prinsip-Prinsip HAM,; 2 x 60
Konstitusional b. Perkembangan HAM dan sebagai Tata Nilai menit
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No. Materi Sub Materi Durasi
4. | Mahkamah a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi 2 x 60

Konstitusi dan Indonesia; menit

Hukum Acara b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah

Pengujian Undang- Konstitusi;

Undang terhadap c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi;

Dasar NRI Tahun e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah

1945 Konstitusi;

f.  Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.

5. | Teknik Penyusunan | @ Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian 2 x 60
Permohonan Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945: menit
Pengujian Undang- - Kewenangan MK;

- Kedudukan Hukum;
Undang - Alasan Permohonan (Formil & Materiil);
- Petitum;
b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.

6. | Praktik Penyusunan | Peserta Melakukan Praktik Menyusun Permohonan 4 X 60
Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap menit
Pengujian Undang- | Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Undang
7. | Sistem Informasi a. Tata Cara Pendaftaran Permohonan Pengujian 2 x 60
Perkara Elektronik Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 menit
secara Online;
. Tata Cara Persidangan Jarak Jauh;
c. Tata Cara Pembuktian dan Alat Bukti (Keterangan
Saksi, Ahli & Para Pihak).

8. | Evaluasi Hasil Peserta Melakukan Presentasi Hasil Penyusunan 2 x 60
Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap menit
Permohonan UUD NRI Tahun 1945 di Depan Kelas/Aula.

Pengujian Undang-
Undang terhadap
Undang-Undang
Dasar NRI Tahun
1945
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Proses Pembelajaran
1.Tahap Pencairan
Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan
dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan
pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti
pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan

membuat kontrak belajar.

2.Tahap Pembekalan Materi
Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang
diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan
mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi
menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi

kasus, sharing, dIl.

3.Tahap Konsolidasi
Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap
pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu
kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat
a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh
melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan

(kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Pembiayaan
a. MK menanggung biaya penyelenggaraan yang meliputi narasumber serta bahan/materi
kegiatan;
b. MK akan mengganti biaya kuota data internet peserta sejumlah Rp.100.000,- khusus
kepada peserta yang mendapatkan sertifikat, sesuai dengan ketentuan yan berlaku;
c. Biaya konsumsi, akomodasi, serta transportasi menjadi beban masing-masing peserta,
d. MK tidak memberikan uang saku kepada peserta;

e. MK tidak memungut biaya apapun kepada peserta.
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9. Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet

a.

Peserta yang mendapatkan penggantian biaya kuota internet adalah peserta yang

mendapatkan sertifikat;

. Setelah e-sertifikat dibagikan, Pusdik MK akan berkoordinasi dengan provider untuk

mengirimkan kuota data internet senilai Rp. 100.000,- ke homor telepon peserta yang

mendapatkan sertifikat;

. Kuota data internet dikirim ke nomor telepon peserta sesuai dengan yang tercantum

dalam sistem informasi peserta (SIMULTAN);

. Apabila terdapat kesalahan/kekeliruan nomor telepon yang tercantum dalam sistem

informasi peserta (SIMULTAN), sehingga kuota data internet tidak diterima, maka

menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.
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BAB Il

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

a.

Peserta wajib menggunakan laptop/pc/smartphone pribadi yang terhubung dengan
jaringan.

. Peserta wajib mengunduh aplikasi Zoom Meeting sebelum kegiatan dimulai.
. Peserta log in menggunakan Meeting ID yang dinformasikan oleh panitia. Metode log

in di aplikasi Zoom Meeting:

1) Buka aplikasi Zoom Meeting

2) Klik tombol Join a Meeting

3) Masukkan Meeting ID

4) Masukkan nama sesuai format (Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal)
5) Klik Join

6) Masukkan Password Meeting.

. Peserta sudah dapat bergabung pada akses link Zoom Meeting yang diberikan 30 menit

sebelum kegiatan dimulai.

. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kameral/video selama mengikuti kegiatan

pembelajaran.
Selama pemaparan materi, peserta diharapkan menonaktifkan suara.

. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat

menggunakan fitur raise hand dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara
langsung (live) oleh moderator atau melalui kolom chat dengan langsung menuliskan
inti pertanyaan.

. Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan (tidak diperkenankan menggunakan

kaos)

2. Sistem Informasi

a.

Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan
(SIMULTAN)

1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
2) Pre-test dan Post-test secara online;

3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di bagian akhir
kegitan) secara online;

4) Panduan kegiatan (Booklet) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk softfile.

. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman pusdik.mkri.id. Pada halaman beranda, klik Login Sistem Informasi
Manajemen Peserta langsung dan transparan.

KALENDER AKADEMIK SIMULTAN

SISTEM INFORMAS| MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN
. I

Profil Booklet Kegiatan

Pre-test & Post-test f_% LOGIN L!!J Materi Kegiatan
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2. Login menggunakan Username dan Password yang telah diberikan oleh panitia.

g,’ Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

l

Password

‘ Login

3. Pada halaman profil peserta, klik menu Absensi untuk mengisi daftar hadir setiap
sesi.

“ Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
e 3" Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Peserta
Bimbingan Teknis Pilkada

Nama Lengka : Dr. Kijiro

4. Klik TTD di bagian kanan halaman untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi
kegiatan.
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Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

g’ Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
3

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia

#  Judul Waktu Absen
1 Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan 10-03-2020 03:30 s/d 10- 1D
Advokat Indonesia (Peradi) 03-2020 04:30

2 Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat 10-03-2020 19:00 s/d 10- TTD
Indonesia (Peradi) 03-2020 21:00

3 Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia 11-03-2020 07:30 s/d 11- 1D
03-2020 09:30

4 Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 11-03-2020 10:00 s/d 11- TTD

5. Tanda tangan digital pada kolom yang disediakan.

g/‘ Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
3

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)

Taufik Hidayat

TTD

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

6. Klik menu Kuesioner untuk mengisi Pre-test, Post-test, dan Evaluasi Kegiatan.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
4 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Bimbingan Teknis Pilkada

EVALUASI KEGIATAN

No Judul Pemateri Waktu Kuesioner

Nilai Pre Test

Nilai Post Test
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7. Pada halaman Pre-test dan Post-test, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat.
Soal Pre-test dan Post-test masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan
Pre-test dan Post-test maksimal 20 menit.

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1 Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umurm kecuali...

~ Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umnum

- Mahkamah Konstitusi

Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

8. Setelah méhgisi Pre-test dan Post-test, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

@ Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Putusan

' Putusan Sela

15, Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah..

' Akses terhadap berkas permohonan Pernohon melalui laman (website)
Pengajuan permohonan secara daring (online)
' Persidangan jarak jauh (video confrence)

Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)

@D

[ Semua benar

9. Mengisi evaluasi kegiatan

%d Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
h, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Kuesioner Evaluasi Kegiatan
Test Bimtek Hukum Acara Pilkada tahun 2020

Penilaian oleh Peserta

NO A. Materi Tidak Kurang Setuju Sangat
Setuju Setuju Setuju

1. Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar

2 Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat

3. Materi yang diberikan mudah dipahami
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10. Klik Isi Kuesioner yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner
evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

u Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

EVALUASI KEGIATAN

No  Judul Pemateri  Waktu Kuesioner
1 Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan 13-03-2020 14:09 s
Advokat Indonesia (Peradi) s/d Kuesioner

13-03-2020 15:30
2 Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang- 13-03-2020 15:30 |
Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) s/d Kuesioner
13-03-2020 16:00
3 Wawasan Kebangsaan 11-09-2020 00:00

s/d Kuesioner
11-09-2020 23:00

11. Klik menu Materi untuk mengunduh panduan kegiatan (booklet) dan materi (bahan
paparan)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

E( Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
7y

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia

#  Judul Pemateri File

1 Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi File

2 Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi File

3 Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi File

4 Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU Mahkamah Konstitusi File

5 Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI Pusat Pendidikan Pancasila dan  File
Konstitusi

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang
diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka
pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Kon<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>